Dalam hal  pelaksanuan kegintan  pendidikan, satuan WM' angankan
dimalcsud pindah alamut, berganti yayasan dan atau dipindahy engulang
kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dun harus

mengajukan izin pendirian buru;

Dalam hal peluksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian

terhadap pihak lain, atou peserta dudik yung mengakibatkan ""‘“‘:w,,"”"

kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepen! )
menjadi tanggungiawal pihak pemegang izin dan keputusan ini dag
dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA ¢ Segaln penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan
keempat keputusan ini baik sengaj pun tidak sengaja sehingga
merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan
ini batal demi hukum;

KEENAM ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibineng
Pada tanggal : 2 5 MAY 20

a.n. BUPATI BOGOR

Tembusan

‘L. Yth. Bupati Bogor (sebagai Inporan);
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;

4 ¥ih, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;

'&%mmmhmum Bogor;
fp .

o

Camat Citeurcup;
Kepala Desa Sanja, Kecamatan Citoureup.




Ar-Rasheed Indonesia Foundation
Jalan Pohlovan Gy Apotik Muruswyifs Dvss Senje BT 02 90 05
Kecarmatan Cotmarvup Boger 16210
Telepon (021)292110%8 HP OB9618262677

Nomor : 0020/VII/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TK ISLAM PLUS AR-RASHEED INDOMESIA

Desa Sanja Kecamatan Citeureup Bogor

a. bahwa untuk meningkatian Sumber Daya Manusia dalam Kegatan
Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang periy
menyelenggarakan Taman Kanak-¥anak (TK).

b. bahwa dengan Taman Kanak-Kanak [slarm Plus Seests slon
menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang befum atay
sudah mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut & atas perfy dadakan
Taman Kanak-Kanak Islam Swasta & Desa Sanja Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor.

: a. m-mmumxmmm

Daerah;

. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejashteraan




PROSEDIIR PENGA AN

Keputusan mentert  Pendidikon  dan  Kebudayaan Rl Nomor
OL8/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada
Kelompok Bermaln dan Pentipan Anak;

Permturan Menteri Nomar 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra
sekolah;

. Peraturan Mentert Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta

Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelofaan dan
peyelenggaraan pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010
tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

= Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Plus Swasta

mmmmmmnmwmm




: Biaya pelaksanaan kegiatan Ini dibebankan kepada pihak
mowmmym,mmmmmmmm.
: QnatKepunmnlnlmulalbedahasejaktanggalmbpkmdum
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Juli 2017

as Pendidikan Kab.Bogor;



AKTA

NGGAL

INMOR

NOTARIS

MARTINA DWINITA, S.H.,M.Kn.

K. Menteri Hukum dan Hak Asas| Manusia Ri
Nomor : AHU-804.AH.02.01.Tahun 2011
Tanggal 14 Nopember 2011
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S/MDE/mDs AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA
IR Homor :01,-
Pada harl ini, Senin, tangga) 23 (dua puluh tiga)

Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 11.15
WiB

sebalss lima belas menit Waktu Indonesia
Barat), berhadapan dengan saya, MARTINA DWINITA;
Sarjaha Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
berkedudukan di Kabupaten Bogor dengarl wilayah
Jjabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa
Barat, para penghadap yang akan disebut berikut
ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya

akan disebur dalam akhir akta ini.

1. Nyonya SITI RAHMAH NURFADHILAH, lahir di Bogor
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Desember
1086 (seribu sembilan ratus 'delapan puluh

enanl, Warga Negara Indonesia, Guri, bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sanja;
T Rukun Tetangga 002/Rukun Wargs 005, Kelurahan

I Sanja, Kecamatan (Citeureup, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudikan: 3201036412B860006.
Nyonya Janda HAJAH NYAT SA'DIAR RACHMAT, lahir
| Bogor pada tanggal 7 (tujuh) Desember

ribu senbilan ratus enam puluh '




| Warga 05, Kecamatan Citeureup. -

|3‘ Yayasan dapat membuka kantor cabang atag ——
Perwakilan di vempat lain, balk di dalam ——s
maupun di luar wilayah Republik Indonesia —-
berdasarkan keputusan Pengurus dengan —s—ee—
persetujvan Pembina, ———r ——~ _—
4 - MAKSUD DAN TUJUAN ——————

—_— —Tasal 2. ————

Yayasan mespunyal maksed dan tujuan di bidang ——

Pondidikan dan bidang Sosial. —

— L KEGIATAW

———— 77T . R

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut

di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan

sebagai berikut:

1. Di bidang Pendidikan:

a. Melakukan menanamkan  keimanan  dan

kerakwaan melalui pengamalan ajaran

agama dengan membudayakan dan
mengaplikasikan pendidikan
- berkarakter:
, ',&zwmm bidang ilmu pengetahuan




KEPUTUSAN MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017412.AH.01.04. Tahun 2017
. TENTANG
| PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

‘ Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARTINA DWANITA, 5M. MUEN | sedus
| Akta Notaris Nomor D1, tanggal 23 Oktober 2017 yang dibual cleh Notars
MARTINA DWINITA. SH., M.KN tentang Pengesatan Badan Hukum Yayasen AR
| RASHEED INDONESIA tanggal 23 November 2017 dengan Momer Pendaftarsn
501711Z332101203 telah sesuai dengan pervyaratan Pengesshan Badan Hukun
Yayasan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimsisud dalam huedf 8, perks
‘ menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusis tentang

Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RASHEED INDONESIA.

‘ MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
| | YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA
‘ berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomar 01, tanggal 23
Olktober 2017 yang dibuat oleh Notaris MARTINA DWINITA, SH., MON berkeduduan

[ di KABUPATEN BOGOR

KEDUA Kepulusan ini berfaku sejak tanggal ditetapian
Apablla ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka skan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila tenadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di jakarta, Tanggal 23 November
2017,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUXUM
UMUM,
Rhlor—

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 November
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LAMPIRAN KEPUTUSAM MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA .
NOMOR AHU-0017412 AH.01.04. Tahun 2017 €
TENTANG
PENGESAMAN PENDIRLAN BADAN HUKUM 12
YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA

NO KTP [ PASSPORT

* IO | ORGan JABATAN
KTP/PASSPORT YAYASAN

SITI R : o ==
NURFADHILAN SIOIDIGAIZEEIC0SPEMBRA AETUA

SITH MAFROHA RACHMAT KETUR

HAMMAD SYAMSUL

FUAD MM LPOMANUL SEKRETARIS
e
RIDAN SAEFUL HIONAR BENDAHARA ?
Hi. NTA SA'D0Ar BACHMAT 3 Lot 2,

Drtetaphan & jakarta Tanggal 23 November
2017,

2.0 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA \

REPUBLIK INDONESIA Y

DIREKTUR [ENDERAL ADMINISTRASE HUKUM .

UM, s

/ ¥
W

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DeCETAX PADA TANGGAL 23 November 2017
DAFTAR TATASAN NOMOR AHU-0021657 AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 23 November 2017




Ar-Rasheed Indonesia Foundation

dean Pobdeman Cag Mpanie Mosrwepds Gwsa Snge W1 G2 W0 17, Vs armatiom, Cotmurmecy Bgon
a0

Tobagan (GTTRTIVVTR- HPORIIRILILL

AN LUAS TANAH TKIP AR-RASHEX L)
Nomor . 4T92UVI2018

¥y bertanda tamgan dibewah in Ketus Yayasan Ar-Hasheed Indonesi han budvws:

Farsganas TH - TK lolam Plus Ar-Rasheed Indonesia

{csesns < Juban Pahlawan No, 08 Kp Sanjs RT 02 KW 05 Desa Sanja Kec.
Citcureup Kah, Bogoe

Luss Bangunar. (T2 m*

Luas Tanah 2 387 m2 (Surst Tunah terlampir)

Fatas-batas Tansh

Utars : Tanah Milik Hj.Nym Sa’dish

Tiermr : Tansh Milik M.S. Fuad Hilmi Lukmanul Hakim
Selatan: Tansh Milik Siti Rahmah Nurfadhilsh, 5.Pd., M.Pd.
Barat - Tanah Milik Hj.Eva Nurfadhilsh

Phetish-betul bangunan tersebut berdomisiliberdiri diatan Tansh Milik Sabsabila Asma Zshrob dan
“Iﬁmm"ﬂmnﬂtmﬂmmﬂ’lﬂ
As-Hmhend indoncsiz sclws 387 m2.

[ernikian, Surst keterangan ini kami bust dengan sebenamya, agar yang berkepentingan menjadi
b sevta dapat dijadiken bahan sepertunya. -




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

y 000, Far (021} B7ADBTY
Jmines Togar e 0,40 Citinony 16014 Tl (021) BIBI0ND, Fak |
\\w“-‘:na i Jmn‘-«‘ 'n'.g‘ﬁﬂ'n‘-kn'nu.unl wl \|m|pmp¢lmqull'1ﬁ'

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 4210170767 00006 /[)PMIPTSF /2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA
DESA SANJA KECAMATAN CITEUREUP

BUPATI BOGOR

Menimbang a bahwa dalam upayn  meninglatkan  pelayanan dan  pethetstani
pendidikan  dasar  kepada manyarakat,  serts  mewujudicn
peluksanaan wajib belajar pendidikan disar, perl memberikan lzin
Fenditian Taman Kanak-Kanak [TK) Swasta terhadap TK Islam Plas
At-Rasheed Indonesin yang berlokant di Kp: Sunja RT.02 RW.0S,
Denn Sanja, Kecamatan € wenreup |

b bahwa berdasarkin pertimbangun nebagnimans  dimauksud  dalam
huruf a, perlu menetaplan Keputusan Bupati Bogor tentang Tzin
Pendirian Taman Kanale-Kanulk (TK) Swiaata terhadap TK Iolam Plus
Ar-Rasheed Indonestn yang borlokasi di Kp. Sunja RT.02 RW.085,
Desa Sanja, Kecamatan Citeuroup;

Mengingat

Undang Undang Nomor 14 Tabiun 1950 tentang  Pembentukean
DPaerah-daerah Kabupaten dalom Lingkungan Propinst Djsws Barat
(Berita Negara  Repubilik  (ndonesin  Tahun 1950 Nomor 8
sebugnimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembonitukan Kabupaten Parwaknrin dan Kabupaten
Subang dengun Mengubah Unidang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daeral-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembarun Negari Republik Indonesin Tahun
1968 Nomor 31, Thmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
Undanjg-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikain
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambaban Lembaran Negara Republile Indonesia Nomey 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemeri
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambuhan Lembaran Negara Republik In Nomor 5587)
scbagaimanyy telah beberapa leali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang hal, | :

te




Nunionul Penididikan [Lembaran Negirn Ropublik Indonesia Sahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lemboran Negara Republik
Nomor 54 10);

6. Peraturan Pemerintal Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sclaar

(Lembaran Negars Regublik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomar 4863);
7. Peraturan Pemetintahi Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
lLerbaran Negaro Ropublik Indonesin Tahun 2008 Nomor 4194,
= Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);

Pératuran Pemerintah Nomor 17 Tehun 2010 tentang Pengelolnan
dan  Penyelenggaraan  Pendidilan  (Lemboran  Negara Republik
Indotiesia Tahun 2010 Nomer 23, Tmmbshan Lembaran Negara

Republik Indonesin Nomor 5105) sebagnimana telah diubah dengan

Peruturan Pemerintal, Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas  Peratutun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Peny Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Ropublik Indonesin Nomor 5157);

9. Pernturan Pemerintuh Nomor |8 Tahun 2016 tentang Peranghat
Dacrah (Lembaran Negara Republife Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lemburan Negarn Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubiik indonesia
Nomor 84 Tabun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

11. Peraturan Menteri idikan 'dan Republik Ind
Nomor 137 Tnhun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Ak
Usia Dini (Berita Negnra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer
1668);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyclenggarnin  Pelavanan Terpadu Sstu' Pintu Daerah [Herita
Negara Tahun 2017 Nomer 1956);

13. Peraturnn Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang
P Py Daerah Kat

e e

Periyelenggaradn F ¥
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahun Lembaran Dunerah Kabupaten
Bogor Nomor 56);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembiran Daerah
Knbupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatn Kerjo Dinas
Pendidikan (Berita Dacrah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudulan,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan

17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tmmm@umm
Penand; Dok ~ Administrasi Pelay y




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Perjanjian Sewa menyown tanggnl 21 Mei 2018 atara Yi
derigan Siti Rahmah Nurfadhilah, tercntit padis Notaris,

4. Rekomendasi £ Ci N L a00/02/ i

%0 Mirss S0 teureup Nomar : 400/02/111/2018 wmnggal

5. Rekomendasi Kepala Desa Sanja, Kecamatan Citeureup Nomor © 42~
Pelayanan tanggal 22 maret 2018; '

6. Berita Acara Penilsian Kel ik TK di | Dinus
Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 23 Maret 2018,

7. Berita Acara Pemeriksann dan Pembahasan Nomar 35/BAP-
IPTK/IV/2018, tanggal 3 April 2018,

MEMUTUSKAN
Memberi izin kepada :
Nama Yaynsan : YAYASAN AR-RASHEED INDONESIA
Alamat ¢ Kp. Sanja RT.02 RW.05 Desa Sanja, Kecamatan
Citeureup

Untuk mendirikun dan menyelenggarakan ‘Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta !

Nama PAUD : TK ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA
Alamat : Kp. Sanja RT.02 RW.05 Desa Sanja, Kecamatan
Citeureup

Pemberian izin scbagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku

sepanjang mematuhi semua ketenfuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap
awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara
atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan,
bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di
daerah khusus;

b, melakukan dan/atau memfasilitasi penjuminan’ muta pendidikan di
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar
Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang
memilild  potensi kecerdassn dan/atan  baket istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi.
seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan,
kabupaten /kota, provinsi, nasional dan int jonal

d. bangkan dan ‘melak iakan sistem informasi pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbasis. teknologi informasi dan




